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1. Visi dan Misi

Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat
Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan
lahan basah pada tahun 2027.

Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan

menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan
lingkungan lahan basah

b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bidang lingkungan lahan basah

¢) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan
lahan basah

d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana
yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan
sarana dan prasarana

e) Menyelenggarakan antar

kerjasama program

pascasarjana nasional dan internasional serta

pemerintah dan dunia usaha/industri

2.Rasional Standar
Mutu Pelaksanaan
Pengabdian
kepada
Masyarakat

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus

memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi
akademik. Civitas Akademika harus mengikuti seluruh aturan
yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan PkM, baik yang

berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar
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tujuan PkM dapat dicapai, maka perlu menetapkan standar

pelaksana PkM bagi Civitas Akademik

3. Pihak yang
Bertanggung jawab
untuk Mencapai
Standar

1. Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Direktur |

3. Unit Penjaminan Mutu

4. Ketua Program Studi magister/doktor

4. Definisi Istilah

1.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai
sesuai dengan latar belakang akademik.

Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop,
seminar, bengkel latihan dan lebih diutamakan yang dapat
menghasilkan produk.

Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah
kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian

khusus/tertentu

5. Pernyataan Isi
Standar
Pelaksanaan
Pengabdian
kepada

Masyarakat

Menetapkan kriteria minimal pelaksana kegiatan PkM.
Melaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM yang
mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil
PkM yang akan dilaksanakan.

Dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM minimal harus
berpendidikan magister/doktor sesuai dengan bidang
iimunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan
(SK) dari Direktur Program Pascasarjana yang berlaku

selama satu tahun.
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4. Dosen sebagai pelaksana kegiatan PKM harus ada yang
bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau
antar fakultas (multi disiplin).

5. Pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus
Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat
untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah sesuai
dengan kearifan lokal.

6. Pelaksana harus berkomitmen wuntuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan memasarkan produk
lokal atau hasil karya masyarakat secara berkelanjutan.

7. Dosen yang melaksanakan PkM harus menguasai
metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang
keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan
kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan
otoritasnya

8. Menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam
kelompok PkM.

9. Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan melalui
kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan
mendukung kegiatan PkM dengan kontrakkerjasama yang

berlaku minimal satu semester.

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar
Pelaksanaan

Pengabdian

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan
tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga
pelaksanaan kegiatan PkM.

2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha

dan/atau pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
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kepada 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi
Masyarakat para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada
mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal
terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan
MOU.
7. Indikator 1. Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal

Ketercapaian
Pelaksanaan
Pengabdian
kepada

Masyarakat

10.

11.

kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM.

2. Adanya instrumen seleksi proposal PkM dosen.

3. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, dan bukti fisik

pelaksanaan seleksi proposal PkM.
Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan
PkM

5. Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM

6. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram

studi dan/atau antarfakultas
Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan

kegiatan FGD dengan stakeholder

8. Adanya peta lokasi daerah binaan atau sekolah binaan
9. Adanya bukti

dokumentasi pelaksanaan kegiatan di
daerah binaan atau sekolah binaan

Adanya unit usaha yang dibentuk di daerah pelaksanaan
PkM untuk membantu pemasaran hasil karya penduduk
setempat

Kegiatan pelatihan penerapan keilmuan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan PkM
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12. Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi
penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM

13. Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua
dan anggota dalam kelompok pengabdian kepada
masyarakat

14. Adanya SOP kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas
dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar

lembaga

8. Dokumen terkait
Pelaksanaan
Standar

Pelaksanaan

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan
standar ini adalah:
- Pedoman Pelaksanaan PkM

- Laporan PKkM vyang melampirkan kompetensi dari

Pengabdian pelaksana kegiatan PkM.
kepada - Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): SOP
Masyarakat seleksi pelaksana kegiatan PkM

9. Referensi - UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.




